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BAB III 

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

 

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

Arah kebijakan ekonomi daerah pada prinsipnya ditujukan untuk 

mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta 

isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan 

pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Sehingga arah kebijakan 

ekonomi daerah perlu disusun berdasarkan kajian mendalam serta berpedoman pada 

dokumen RPJMD 2014-2018. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dalam Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan formula bagi kebijakan pemerintah 

daerah Kabupaten Bangka tahun 2018 yang keberhasilannya dapat dilihat dari 

berbagai indikator ekonomi makro untuk mencapai tujuan pembangunan serta 

mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi. 

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi 

Kabupaten Bangka Tahun 2018 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan 

provinsi dan harus diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD 2014-2018 tahun 

kelima yang diarahkan untuk memastikan ketercapaian prinsip kemandirian, kemajuan 

dan keadilan yang didasarkan pada daya saing yang optimal yang didukung oleh sinergi 

antar daerah dan meratanya hasil pembangunan antara kawasan perdesaan dan 

perkotaan. Tahun terakhir “Bangka Bermartabat” ditandai dengan meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia, terciptanya sarana dan prasarana pembangunan yang 

memadai, terberdayanya masyarakat melalui partisipasi di berbagai jenjang, 

terkelolanya lingkungan hidup dengan baik, dan meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat sehingga terwujudnya “Bangka Bermartabat”. 

Untuk menunjang kinerja pemerintah daerah dalam kaitannya dengan ekonomi 

daerah, perlu dilakukan analisis kondisi perekonomian Kabupaten Bangka secara 

menyeluruh. Salah satunya dengan menggunakan time series methods agar memperoleh 

hasil yang signifikan dengan tingkat kriteria kesalahan ramalan yang kecil. 
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3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 

3.1.1.1 Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Nasional 

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, stabilitas perekonomian nasional 

dihadapkan pada kondisi yang cukup berat, yang berasal dari ketidakpastian dan 

turbulensi kondisi perekonomian global. Kondisi ini dilatarbelakangi kekhawatiran 

pasar terhadap ketidakpastian kekebijakan pemerintah Amerika Serikat pasca 

terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden, sehinga dibutuhkan formulasi baru dalam 

memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Ketidakmampuan negara maju untuk 

menggerakan perekonomian secara cepat tentunya secara langsung berdampak pada 

stabilitas perekonomian negara-negara berkembang (developing country) terutama 

terkait dengan tingginya tingkat arus keluar modal asing dari pasar keuangan (capital 

outflow) yang akan mengakibatkan nilai tukar mata uang di sejumlah negara 

berkembang mengalami fluktuasi dan cenderung melemah. Di kawasan eropa, 

ketidakpastian juga muncul terkait proses peralihan Inggris keluar dari Uni Eropa 

(Brexit) diperburuk dengan prospek pemulihan (recovery) dari krisis ekonomi masih 

belum berjalan sesuai harapan. Demikian juga yang terjadi di China sebagai salah satu 

mitra dagang terbesar Indonesia yang dihadapkan pada ketidakstabilan ekonomi 

setelah dalam beberapa tahun sebelumnya selalu tumbuh diatas 10 persen.   

Perkembangan kinerja ekonomi global tersebut secara kongkret telah 

berdampak pada perekonomian nasional. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan 

ekonomi nasional terus mengalami perlambatan. Bahkan pada tahun 2015 kemarin, 

pertumbuhan ekonomi nasional hanya mencapai 4,9 persen saja, jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tiga tahun sebelumnya yang masih 

berada diatas level 6 persen. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia tahun 2016 

tumbuh sebesar 5,0 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya 

mencapai 4,9 persen atau lebih rendah dari penyesuaian target sasaran pembangunan 

nasional tahun 2016 yakni sebesar 5,3 persen. Secara detail, perkembangan indikator 

ekonomi makro nasional tahun 2015-2016 dan proyeksi tahun 2017-2018 tersaji pada 

tabel berikut ini.  
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Tabel 3.1.  

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Nasional Tahun 2015-2016  

Dan Proyeksi Tahun 2017-2018 

 

Indikator Makro 2015 2016 
Proyeksi 

2017 2018 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,9 5,0 5,5 – 5,9 5,4 – 6,1 

Pengangguran (%) 6,2 5,6 5,1 – 5,4 5,3 – 5,5 

Angka Kemiskinan (%) 11,2 10,9 9,5 – 10,5 9,0 – 10,0  

Inflasi 3,4 3,0 4,3 3,5 ± 1 

Gini Rasio 0,40 0,39 0,38 0,38 

Indeks Pembangunan Manusia 69,6 70,2 70,8 71,5 

     

Pertumbuhan ekonomi nasional diroyeksi sebesar 5,4 - 6,1 persen. 

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sejalan dengan perkiraan 

membaiknya kondisi ekonomi global. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh 

lebih tinggi didukung oleh meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dan 

membaiknya kontribusi ekspor dibandingkan tahun sebelumnya. Investasi juga 

diperkirakan mengalami peningkatan terutama proyek–proyek infrastruktur 

pemerintah yang mulai memberikan hasil serta terus membaiknya investasi swasta. 

Sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian akan berdampak positip terhadap 

indikator makro lainnya seperti tingkat pengangguran dan kesejahteraan.    

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan ekonomi, maka kebijakan 

pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada : 

1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi. 

2. Stabilitas ketahanan ekonomi. 

3. Perbaikan kesejahteraan. 

4. Penanganan masalah pangan. 

5. Ketahanan fiskal. 

 

3.1.1.2 Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Provinsi 

Secara umum, kondisi perekonomian provinsi tidak jauh berbeda dengan 

kondisi perekonomian nasional. Rendahnya harga komoditas unggulan daerah sebagai 

dampak instabilitas perekonomian global mempengaruhi kontribusi ekspor daerah. 

Investasi yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah ternyata 

belum memberikan kontribusi yang signifikan akibat melemahnya nilai tukar sehingga 

resiko investasi cenderung lebih tinggi. Disisi lain, melambatnya perekonomian daerah 

juga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Dalam kurun waktu terakhir, 
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pertumbuhan ekonomi provinsi terus mengalami perlambatan. Secara detail, 

perkembangan indikator ekonomi makro provinsi tahun 2015-2016 dan proyeksi 

tahun 2017-2018 tersaji pada tabel berikut ini.  

Tabel 3.2. 

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Provinsi Tahun 2015-2016  

dan Proyeksi Tahun 2017-2018 

 

Indikator Makro 2015 2016 
Proyeksi 

2017 2018 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,08 4,11 6,8 6,26 

Pengangguran (%) 6,29 2,60 3,0 4,17 

Angka Kemiskinan (%) 5,40 5,22 3,3 4,42 

Inflasi (%) 3,95 2,56 4 ± 1 3,8 

Gini Rasio 0,28 0,28 0,28 0,27 

Indeks Pembangunan Manusia 69,05 69,55 69,92 69,92 

  

Berdasarkan tabel diatas, beberapa indikator makro mengalami peningkatan 

kinerja, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 justru mencapai 4,11 persen  

dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,08 persen saja. Tingkat 

pengangguran mengalami penurunan dari 6,29 persen pada tahun 2015 menjadi hanya 

2,60 persen pada tahun 2016. Begitu juga dengan angka kemiskinan yang terkoreksi 

negatif dari 5,40 persen pada tahun 2015 menjadi 5,22 persen pada tahun 2016. 

Dengan demikian, IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari 69,05 

menjadi 69,55 pada tahun 2016.   

Dalam rangka memperkuat fundamental perekonomian provinsi maka 

kebijakan pembangunan ekonomi provinsi diarahkan pada : 

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM. 

2. Peningkatan nilai ekspor melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk 

serta industrilisasi komoditi unggulan. 

3. Pengendalian angka inflasi melalui peningkatan ketahanan pangan daerah dengan 

cara perbaikan sistem perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, 

fasilitasi sarana produksi dan perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan). 

4. Penyediaan lapangan pekerjaan dan penurunan angka kemiskinan serta 

peningkatan daya beli masyarakat. 

5. Peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan pengembangan dan 

infrastruktrur wilayah. 

6. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang diarahkan pada peningkatan 

daya saing tenaga kerja untuk menyambut diberlakukannya Asean Community 
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tahun 2015 (untuk memanfaatkan potensi jumlah tenaga kerja dan peluang pasar 

tenaga kerja dan usaha). 

7. Mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah dengan mendorong laju 

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dengan memacu sektor unggulan masing-

masing kabupaten/kota. 

8. Pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan swasta terutama 

peningkatan peran tanggungjawab sosial dan lingkungan (peningkatan pendanaan 

kontribusi dana CSR dan peningkatan senergitas pembangunan). 

 

3.1.1.3 Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Kabupaten 

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Secara 

makro ekonomi kondisi perekonomian Kabupaten Bangka diimplementasikan oleh 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didalamnya memuat berbagai indikator 

ekonomi baik secara pendekatan output maupun menurut penggunaanya, Pendapatan 

Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi (PE) serta tingkat inflasi maupun indikator lainnya 

yang memiliki keterkaitan langsung dengan kinerja perekonomian seperti tingkat 

pengangguran dan kemiskinan. 

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang 

terjadi pada suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi, yang diukur dari perbedaan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. 

Perekonomian Kabupaten Bangka sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 

tumbuh dengan laju 4,54 persen - 6,91 persen atau dengan rata-rata tingkat 

pertumbuhan sebesar 5,59 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka pada 

tahun 2015 yang diukur menurut PDRB Harga Konstan tumbuh sebesar 4,54 persen, 

mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnnya 

yang justru mencapai 4,81 persen. Krisis ekonomi global tahun 2013 yang masih belum 

pulih sampai tahun 2015 memberikan andil terhadap perlambatan pertumbuhan 

ekonomi tersebut. Selain itu, kondisi ini dipengaruhi oleh trend pertumbuhan ekonomi 

nasional yang juga masih mengalami perlambatan (4,9%) seiring perlambatan 

perekonomian global pasca krisis tahun 2013. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Bangka diproyeksi kembali tumbuh hingga sebesar 5,39 persen, dan 

diperkirakan terus mengalami pertumbuhan menjadi 5,47 persen pada tahun 2017. 
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Tabel 3.3. 

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bangka Tahun 2015-2016  

dan Proyeksi Tahun 2017-2018 

 

Indikator Makro 2015 2016 
Proyeksi 

2017 2018 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,54 5,39 5,47 5,85 

Pengangguran (%) 8,87 6,69 4,96 4,07 

Angka Kemiskinan (%) 5,63 5,22 5,18 4,84 

Inflasi (%) 3,26 3,34 3,29 3,23 

Gini Rasio 0,26 0,28 0,28 0,27 

Indeks Pembangunan Manusia 70,03 70,53 70,87 71,21 

 

Selengkapnya perkembangan PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2011 – 2015 

tersaji pada grafik berikut ini. 

Grafik 3.1. 

Perkembangan PDRB Kabupaten Bangka 

Tahun 2011 – 2015 

 

 
    Sumber : PDRB Kab. Bangka, diolah, 2017 

 

Struktur Perekonomian Kabupaten Bangka pada tahun 2015 yang tercermin 

dari peranan masing-masing lapangan usaha dalam pembentukan PDRB, mengalami 

sedikit perubahan pola dari tahun-tahun sebelumnya. Perubahan pola tersebut 

diakibatkan adanya perubahan tahun dasar perhitungan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) dari tahun 2000 menjadi tahun dasar 2010. Hal ini dilatarbelakangi oleh 

banyaknya perubahan  yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat 

berpengaruh terhadap perekonomian nasional termasuk di daerah. Krisis finansial 

global tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara Tiongkok – ASEAN, 
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perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan perkembangan teknologi 

merupakan beberapa contoh perubahan yang di adaptasi dalam mekanisme pencatatan 

statistik nasional. 

Secara makro struktur perekonomian Kabupaten Bangka masih didominasi 

oleh sektor primer dan tersier dengan kontribusi masing-masing sebesar 34,89 persen 

dan 33,92 persen. Berdasarkan hasil analisis, perekonomian Kabupaten Bangka akan 

didominasi oleh 3 (tiga) sektor utama yang diproyeksi sebagai the next core business 

Kabupaten Bangka dalam beberapa tahun kedepan dengan core sector (1) industri 

pengolahan; (2) pertanian, kehutanan dan perikanan; (3) pertambangan dan 

penggalian. 

Sektor primer masih memegang peranan utama kontribusi terhadap PDRB 

dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang 

terbesar sektor ini, walaupun dari tahun 2011 sampai 2015 terlihat bahwa peranannya 

selalu mengalami penurunan dari 36,46 persen menjadi 34,89 persen. Namun pada 

tahun 2016 kontribusi sektor ini diperkirakan kembali mengalami peningkatan 

menjadi 34,98 persen. Kenaikan kontribusi sektor primer ini didorong oleh kenaikan 

kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang 

kecenderungannya semakin meningkat setiap tahunnya. Sedangkan kontribusi 

lapangan usaha pertambangan dan penggalian terus mengalami penurunan. 

Kontributor terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka tahun 2015 

diwakili oleh sektor tersier dengan kontribusi mencapai 33,92 persen dengan sektor 

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebagai 

akselelatornya dengan kontribusi hingga mencapai 12,45 persen. Seperti halnya 

dengan sektor primer, sektor tersier juga mengalami peningkatan kontribusi hingga 

mencapai 1,00 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (32,91%). 

Sedangkan pariwisata yang merupakan potensi unggulan daerah yang di 

representasikan oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, 

kontribusinya terhadap struktur perekonomian relatif kecil meskipun dengan 

kecenderungan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Kontribusi sektor tersier 

pada tahun 2016 diperkirakan meningkat menjadi 34,04 persen dan kembali tumbuh 

hingga mencapai 34,10 persen pada tahun 2017. 

 Sektor sekunder berada pada peringkat ketiga dalam perekonomian dengan 

kontribusi hanya sebesar 31,20 persen, yang didominasi oleh lapangan usaha industri 

pengolahan serta lapangan usaha konstruksi dengan kontribusi sebesar 22,28 persen 
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dan 8,73 persen saja. Kontribusi sektor ini mengalami penurunan hingga mencapai -

0,87 persen jika dibandingkan dengan kontribusi tahun sebelumnya (32,07%). Selama 

5 (lima) tahun terakhir kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan. Pada tahun 

2016 sektor ini berkontribusi dalam pembentukan PDRB sebesar 30,98 persen dan 

diperkirakan pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 30,90 persen. 

Selengkapnya, nilai dan kotribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Bangka lima tahun 

terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 

Grafik 3.2. 

Distribusi PDRB Kabupaten Bangka 

Menurut Sektor Tahun 2011 – 2015 

 

Tabel 3.4. 

Distribusi PDRB Kabupaten Bangka 

Menurut Sektor Tahun 2011 – 2015 

  
TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 

PRIMER 36,46 35,39 34,71 35,02 34,88 

SEKUNDER 33,30 32,97 32,79 32,07 31,20 

TERSIER 30,24 31,64 32,50 32,91 33,92 
Sumber : PDRB Kab. Bangka, diolah, 2017 

Tahun 2011 sampai 2015, industri pengolahan masih merupakan lapangan 

usaha dengan kontribusi terbesar. Pada tahun 2015 kontribusi sektor ini sebesar 22,28 

persen. Peranan terbesar pada lapangan usaha (kategori) ini disumbangkan oleh 

subkategori industri logam dasar yaitu sebesar 38,73 persen pada tahun 2015. Namun 

trend perkembangan lapangan usaha ini terus mengalami penurunan yang di sebabkan 

penurunan pada subkategori industri logam dasar dengan komoditas utamanya timah. 

Tingginya tingkat ketergantungan sektor tersebut terhadap timah dengan tingkat 

produksi yang terus berkurang maka peranannya diproyeksikan akan digeser oleh 

sektor unggulan lainnya terutama lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.  
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Kontributor terbesar kedua adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan 

perikanan, dengan kontribusi pada tahun 2015 sebesar 21,44 persen dan meningkat 

menjadi 22,30 persen pada tahun 2016. Kedepan, lapangan usaha ini diproyeksikan 

akan menjadi kontributor terbesar PDRB Kabupaten Bangka. Sejak tahun tahun 2012, 

kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki nilai tambah 

yang mengalahkan lapangan usaha pertambangan dan penggalian dan diproyeksikan 

akan terus meningkat seiring dengan kebijakan daerah yang mengedepankan lapangan 

usaha ini. Prioritas utama pada lapangan usaha ini dimaksudkan untuk memperkuat 

fondasi menuju Kabupaten Bangka sebagai pusat industri dan perdagangan yang 

terkait dengan pertanian (perkebunan), perikanan dan pariwisata. Semakin 

menurunnya sektor pertambangan dan penggalian lebih disebabkan tingkat produksi  

yang semakin berkurang, harga output yang fluktuatif, sifatnya yang unrenewable serta 

daya degradasi lahan dan landscape yang sangat tinggi. Dengan pertumbuhan yang 

fluktuatif tersebut, menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian tidak 

dapat terus menerus dijadikan andalan perekonomian. Walaupun lapangan usaha ini 

dengan komoditas utama berupa timah sangat identik dengan Kabupaten Bangka dan 

telah menjadi jantung kehidupan ekonomi masyarakat Bangka sejak belum merdeka. 

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan diproyeksikan sebagai the next 

prime mover karena sektor ini mampu (1) memberikan kontribusi besar dalam 

perekonomian, (2) memiliki derajat kepekaan dan derajat penyebaran yang tinggi, dan 

(3) merupakan sektor utama yang banyak memberikan pengaruh positif terhadap 

sektor lain. Diharapkan kedepan lapangan usaha ini, menjadi dasar pertumbuhan 

Kabupaten Bangka menjadi pusat industri dan perdagangan. 

Grafik 3.3. 

Peranan Sektoral PDRB ADHB  

Kabupaten Bangka Tahun 2015 

 

 
Sumber : PDRB Kab. Bangka, diolah, 2017 
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Dilihat dari pertumbuhan riil lapangan usaha, pertumbuhan di tahun 2015 

masing-masing lapangan usaha di Kabupaten Bangka memiliki pertumbuhan yang 

bervariasi. Pertumbuhan tersebut merupakan sumbangan dari berbagai kategori 

lapangan usaha dengan perincian yakni (i) kategori jasa lainnya sebesar 8,00 persen, 

(ii) kategori jasa pendidikan sebesar 7,71 persen, (iii) kategori informasi dan 

komunikasi sebesar 7,19 persen, (iv) kategori administrasi pemerintahan, pertanahan 

dan jaminan sosial wajib sebesar 7,16 persen, (v) kategori pertanian, kehutanan dan 

perikanan sebesar 6,69, (vi) kategori transportasi dan pergudangan sebesar 5,57 

persen, (vii) kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 5,53; (viii) kategori pengadaan 

air bersih, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,40 persen, (ix) 

kategori konstruksi sebesar 5,23 persen, (x) kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial 

sebesar 5,23; (xi) kategori perdangangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda 

motor sebesar 4,21 persen, (xii) kategori jasa perusahaan sebesar 4,02 persen, (xiii) 

kategori industri pengolahan sebesar 3,88 persen; (xvi) kategori penyediaan 

akomodasi dan makan minum sebesar 3,73 persen, (xv) kategori jasa keuangan dan 

asuransi sebesar 2,97 persen, dan (xvi) kategori pertambangan dan penggalian sebesar 

1,99 persen; serta (xvii) kategori real estet sebesar 1,93 persen. 

Dari gambaran perekonomian di atas dapat diprediksi bahwa dalam beberapa 

tahun kedepan ketika deposit timah sudah habis terkuras, maka core business dan 

posisi relatif masing-masing lapangan usaha dalam pembentukan PDRB Kabupaten 

Bangka akan mengalami pergeseran. Potret kondisi perekonomian ini sekaligus juga 

memberikan gambaran bagaimana prospek perekonomian di masa depan. Lapangan 

usaha pertanian, kehutanan dan perikanan tetap akan mendominasi. Sedangkan 

lapangan usaha pertambangan dan penggalian diperkirakan tidak lagi menjadi bagian 

core business yang bisa dikembangkan, sebagai gantinya pengembangan perekonomian 

harus diarahkan kepada lapangan usaha industri pengolahan khususnya subkategori 

industri makanan dan minuman dan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan 

minum sebagai representasi dari pariwisata. Untuk mempercepat proses 

pembangunan ekonomi di masa depan, mulai  beberapa tahun terakhir, pemerintah 

Kabupaten Bangka sudah mulai mempersiapkan infra dan suprastruktur 

pengembangan sektor-sektor prospektif yang akan menjadi core business beberapa 

tahun kedepan, melalui beberapa kegiatan pembangunan dan berbagai regulasi yang 

dapat dijadikan akseleratornya. 
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Disisi lain, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan membawa konsekuensi 

pada beberapa perubahan variabel ekonomi daerah lainnya, terutama terhadap inflasi 

dan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka 

akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong tingkat 

permintaan atau konsumsi masyarakat yang akan berdampak pada kenaikan harga 

(inflasi). 

Grafik 3.4. 

Perkembangan Laju Inflasi Sektoral (Lapangan Usaha) Kabupaten Bangka 

Tahun 2011 – 2015 

 
 

Tabel 3.5. 

Perkembangan Laju Inflasi Sektoral (Lapangan Usaha) Kabupaten Bangka 

Tahun 2012 – 2015 

 

Lapangan Usaha 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 8,10 8,29 6,37 3,78 

Pertambangan dan Penggalian (1,00) 0,23 3,68 0,85 

Industri Pengolahan 2,24 2,16 5,14 (1,15) 

Pengadaan Listrik dan Gas (7,78) (5,70) 38,42 12,50 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6,06 6,22 6,31 6,26 

Konstruksi 7,16 7,11 7,73 5,58 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor 

7,15 3,26 6,88 6,48 

Transportasi dan Pergudangan 5,71 7,75 6,21 8,91 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,83 6,85 5,10 5,85 

Informasi dan Komunikasi 2,49 (2,14) 2,27 3,61 

Jasa Keuangan dan Asuransi 9,20 4,94 4,74 5,58 

Real Estat 5,58 4,78 4,60 3,84 

Jasa Perusahan 7,88 8,44 6,42 5,64 

Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

6,21 5,96 6,61 6,18 

Jasa Pendidikan 11,84 7,49 7,26 9,26 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,52 6,97 5,77 4,49 
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Lapangan Usaha 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 

Jasa Lainnya 6,33 7,07 8,85 5,07 

PDRB  4,57 4,30 5,88 3,26 

Sumber : Bappeda Kab. Bangka, diolah, 2017 

 

Grafik diatas menunjukkan laju inflasi lapangan usaha selama kurun waktu 

tahun 2011 sampai dengan 2015. Selama kurun waktu tersebut inflasi yang terjadi 

relatif rendah yakni di bawah sepuluh persen. Pada tahun 2015 sektor-sektor yang ada 

dalam penghitungan PDRB Kabupaten Bangka secara keseluruhan mengalami inflasi 

sebesar 3,26 persen. Angka inflasi tahun 2015 ini relatif lebih rendah dari angka inflasi 

tahun 2014 yang sebesar 5,88 persen. Namun pada tahun 2016, angka inflasi kembali 

turun menjadi 3,34 persen dan diproyeksikan pada tahun 2017 kembali turun menjadi 

3,29 persen. Laju inflasi sektoral pada tahun 2015 sebagian besar disumbang oleh 

lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, jasa pendidikan dan transportasi dan 

pergudangan berturut-turut sebesar 12,50, 9,26 dan 8,91 persen. Sedangkan laju inflasi 

terkecil ada di sektor pertambangan dan penggalian yakni hanya sebesar 0,85 persen. 

Grafik diatas juga menunjukkan trend laju inflasi yang diatas 3 (tiga) persen 

dalam kurun waktu 2012-2015 mengindikasikan bahwa pergerakan perekonomian 

atau aktivitas perekonomian berjalan lancar, dengan kata lain semua aspek 

perekonomian dari hulu ke hilir memberikan dampak positip bagi ekonomi daerah. 

Meningkatnya penghasilan perkapita penduduk maupun tingkat kesejahteraan 

penduduk tentunya berkorelasi positip terhadap meningkatnya daya beli serta daya 

saving masyarakat. Kedepan, fokus pemerintah daerah selain terus meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, perlu diperhatikan permasalahan distribusi pendapatan 

masyarakat agar tidak terjadi gap yang cukup besar antar kelompok masyarakat kecil, 

menengah dan kaya. Realisasi perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten 

Bangka tahun 2014-2015 dan proyeksi tahun 2017-2018 disajikan pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 3.6. 

Realisasi Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bangka  

 2014 – 2015 dan Proyeksi Tahun 2017 – 2018 

 

No Indikator Makro 
Realisasi Bertambah/

Berkurang 
2016 

Proyeksi 

2014 2015 2017 2018 

1 PDRB (Milyar Rupiah)           
 

  a. Harga Berlaku 10.142.555 10.948.659 806.104 12.026.588 13.345.065 14.817.192 

  b. Harga Konstan 8.143.056 8.512.991 369.935 8.972.017 9.463.232 10.016.946 
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No Indikator Makro 
Realisasi Bertambah/

Berkurang 
2016 

Proyeksi 

2014 2015 2017 2018 

2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 4,81 4,54 (0,27) 5,39 5,47 5,85 

3 Tingkat Inflasi 5,88 3,26 (2,62) 3,34 3,29 3,23 

4 Distribusi Persentase ADHB     
    

  Primer 35,02 34,88 (0,14) 34,98 35,00 35,59 

  
a. Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 
20,91 21,44 0,53 22,30 23,27 24,16 

  b. Pertambangan dan Penggalian 14,11 13,44 (0,67) 12,69 11,73 11,44 

  Sekunder 32,07 31,20 (0,87) 30,98 30,90 29,62 

  c. Industri Pengolahan 23,42 22,28 (1,14) 21,95 21,97 20,84 

  d. Pengadaan Listrik dan Gas 0,15 0,17 0,02 0,17 0,17 0,17 

  

e. Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah Limbah dan Daur 

Ulang 

0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,02 

  f. Kontruksi 8,48 8,73 0,25 8,84 8,73 8,58 

  Tersier 32,91 33,92 1,01 34,04 34,10 34,79 

  

g. Perdagangan Besar dan Eceran, 

Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor 

12,11 12,45 0,34 12,64 12,43 12,55 

  h. Transportasi dan Pergudangan 2,07 2,21 0,14 2,21 2,16 2,06 

  
i. Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
2,39 2,43 0,04 2,43 2,50 2,47 

  j. Informasi dan Komunikasi 1,74 1,79 0,05 1,71 1,76 1,92 

  k. Jasa Keuangan dan Asuransi 2,72 2,73 0,01 2,73 2,78 2,85 

  l. Real Estet 3,45 3,38 (0,07) 3,36 3,38 3,43 

  m. Jasa Perusahaan 0,23 0,24 0,01 0,24 0,24 0,26 

  

n. Adm. Pemerintahan, 

Pertanahan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

4,80 5,06 0,26 5,06 5,11 5,15 

  o. Jasa Pendidikan 1,87 2,04 0,17 2,06 2,16 2,29 

  

p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 
0,93 0,95 0,02 0,95 0,93 1,16 

  q. Jasa Lainnya 0,60 0,64 0,04 0,64 0,64 0,66 

5 Ketenagakerjaan     
    

  a. Tk. Penangguran Terbuka (%) 4,26 8,36 (4,10) 6,69 4,96 4,07 

 
b. Jumlah Pengangguran (%) 12.053 12.805 752 9.815 7.398 6.194 

6 Angka Kemiskinan (%) 5,20 5,63 (0,43) 5,22 5,18 4,84 

7 PDRB Perkapita (Rp) 33.308 35.193 1.885 37.494 41.931 44.149 

8 Indeks Pembangunan Manusia 69,79 70,03 0,24 70,53 70,87 71,21 

 
a. Angka Harapan Hidup (Tahun) 70,47 70,48 0,01 70,52 70,54 70,56 

 

b. Rata-Rata Lama Sekolah 

(Tahun) 
7,92 7,94 0,02 7,96 7,98 8,00 

 

c. Angka Harapan Lama Sekolah 

(Tahun) 
12,33 12,36 0,03 12,37 12,39 12,41 

 

d. Pengeluaran per Kapita (Ribu 

Rupiah) 
10.679 10.904 225 11.279 11.408 11.620 
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No Indikator Makro 
Realisasi Bertambah/

Berkurang 
2016 

Proyeksi 

2014 2015 2017 2018 

9 Indeks Williamson 0,203 0,198 (0,005) 0,191 0,189 0,187 

Sumber : Bappeda Kab. Bangka,  diolah, 2017 

 

 

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan 2019  

Untuk mencapai perekonomian yang ideal yaitu suatu kondisi dimana 

perekonomian terus menerus tumbuh disertai dengan stabilitas harga dan kesempatan 

kerja yang terbuka luas, merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh 

pemerintah Kabupaten Bangka disamping meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan derajat 

kehidupan berdemokrasi. Semua tujuan tersebut pada tahun 2018 diimplimentasikan 

dengan melanjutkan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan memprioritaskan 

kegiatan pembangunan yang akan mempercepat terlaksananya tujuan tersebut. 

Diharapkan pelaksanaan pembangunan tersebut benar-benar memberikan dampak 

positip bagi masyarakat baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya,  

Mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun 2017, maka tantangan pokok 

sehubungan dengan perekonomian daerah yang nantinya akan berpengaruh terhadap 

keberhasilan pembangunan Kabupaten Bangka pada tahun 2018, yakni : 

1. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah yang dalam beberapa tahun ini 

cenderung mengalami perlambatan.   

Retrogresi laju pertumbuhan tersebut disebabkan dampak ketidakpastian 

perekonomian global yang secara masif mempengaruhi harga komoditas unggulan 

daerah seperti bijih timah, lada, karet, kelapa sawit (CPO) dan perikanan. Selain itu 

kurangnya inovasi dalam teknologi produksi dalam rangka mendorong 

peningkatan nilai tambah (value added) komoditas unggulan menyebabkan output 

produksi yang dihasilkan belum memiliki keunggulan komperatif. Anomali iklim, 

hama/penyakit dan rendahnya tingkat pembukaan lahan-lahan baru terutama 

untuk pertanian, perkebunan dan tanaman pangan akan mempengaruhi tingkat 

produktivitas disamping dipengaruhi rendahnya produktivitas tenaga kerja 

sehingga kurang berdampak terhadap peningkatan produksi (return to scale). 

Untuk lebih meningkatkan kontribusi dan pertumbuhan, maka pengembangan  

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di masa depan seharusnya diarahkan 

pada peningkatan investasi pengembangan agroindustri yang disertai dengan 
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perbaikan kualitas tenaga kerja sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Hal 

ini sangat mungkin untuk dilakukan, karena sektor pertanian memiliki tingkat 

backward and forward linkage yang tinggi. 

2. Percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan investasi di sektor 

agroindustri dan industri hilir pertanian. Menjamin kualitas dan Kontinyuitas 

produk pertanian, meningkatkan kemapuan Sumber Daya Manusia, meningkatkan 

kualitas teknologi sehingga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, dan 

mengembangkan secara luas kemitraan antara agroindustry skala besar/sedang 

dengan agroindustri skala kecil/rumah tangga. 

Iklim usaha yang sehat dan kondusif akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. 

Perkembangan investasi yang sehat dan kondusif menjadi syarat mutlak bagi 

investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Penciptaan iklim investasi yang 

kondusif ini merupakan salah satu tantangan yang cukup berat bagi pemerintah 

daerah saat ini. Komitmen perbaikan iklim investasi ini berupa perbaikan dibidang 

perundang-undangan (simplifikasi regulasi), pelayanan dan penyederhanaan 

prosedur serta birokrasi 

3. Liberalisasi perdagangan sektor unggulan daerah yang akan melahirkan pasar 

yang tidak sehat dan melebarkan ketidakadilan. Pengaturan harga oleh kartel 

tanpa melalui interaksi penawaran dan permintaan oleh perusahaan merupakan 

bentuk kegagalan pasar yang akan berdampak langsung pada tingkat 

kesejahteraan masyarakat. 

4. Memperkuat kelembagaan ekonomi desa dan pengembangan kemitraan usaha 

sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Rendahnya 

kekuatan posisi tawar petani disisi hulu menyebabkan tingkat keuntungan yang 

diperoleh atas penjualan produk pertanian menjadi rendah, tingkat keuntungan 

yang seharusnya diperoleh petani justru diperoleh para pedagang dan pelaku 

usaha lainnya di sektor hilir.      

5. Memperkuat keterkaitan antar sektor perekonomian daerah. Meningkatkan 

kinerja sektor unggulan (sektor basis) sebagai sumber pertumbuhan, memiliki 

keunggulan komperatif dan dapat memenuhi kebutuhan wilayah termasuk ke 

daerah lain.      

6. Terbatasnya daya dukung pembiayaan jangka panjang dari sektor keuangan 

formal dalam pembangunan daerah. Kondisi saat ini jasa keuangan masih 
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didominasi oleh sektor perbankan yang memiliki basis sumber dana jangka 

pendek. Seddangkan pemanfaatan pasar modal masih terbatas. 

7. Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi perdesaan 

yang berkelanjutan. Merumuskan definisi maupun kriteria yang tepat bagi desa 

yang akan mendapatkan alokasi dana. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

perdesaan dan mengurangi kesenjangan. Masyarakat desa dapat memanfaatkan 

dana desa secara produktif. Memberikan pendampingan kepada aparat di desa 

dalam perumusan program, pembukuan, dan sistem pelaporan. Sistem pelaporan 

juga harus dibuat sederhana untuk mempermudah pengelola dana di desa yang 

secara umum terbatas secara kapasitas dan infrastruktur. Pemerintah daerah juga 

perlu pula memperkuat aspek pemantauan dalam pelaksanaan dan penggunaan 

dana tersebut oleh di tingkat desa, agar potensi penyelewengan dan 

penyimpangan dapat dihindari. 

8. Peningkatan efektivitas dan efesiensi pelayanan kepada masyarakat dengan 

penggunaan dana dan fasilitas publik secara efektif dan efesien. Pelimpahan 

kewenangan harus mampu mendorong terciptanya kemudahan dan kecepatan 

akses bagi masyarakat untuk untuk memperoleh pelayanan, sekaligus juga 

memberikan  memberikan partisipasinya dalam pembangunan. 

9. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas baik menyangkut pelayanan jasa 

publik, barang publik, maupun pelayanan administratif termasuk didalamnya 

pelayanan perizinan dan nonperizinan. Berkaitan dengan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan, upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya dunia usaha serta 

meningkatnya kepuasanmasyarakat sangat terkait dengan inovasi, kreativitas dan 

strategi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, 

murah dan transparan serta efisien. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab 

pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan katalisator menjadi penting dalam 

memberikan kemudahan bagi masyarakat dan dunia usaha melalui berbagai 

macam inovasi pelayanan publik. 

10. Menjaga interaksi antara permintaan dan penawaran tetap harmonis terutama 

terhadap gejolak komponen harga bahan makanan (volatile food). Produksi barang 

dan jasa daerah sangat terbatas sedangkan tingkat permintaan daerah sangat 

tinggi sehingga ketergantungan pasokan dari luar daerah (impor) terutama bahan 

makanan menjadi “opsi” dalam memenuhi permintaan barang dan jasa. Komitmen 

seluruh stakeholder dalam upaya stabilisasi harga, dengan cara mendorong 



Pemerintah Kabupaten Bangka 

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018                                           III - 17  

peningkatan produksi dan memperbaiki distribusi serta meminimalkan berbagai 

distorsi  harga bahan pangan 

11. Penguatan dan kerjasama yang kooperatif antar daerah untuk mengurangi 

kesenjangan dalam kebijakan perekonomian sehingga mampu menjaga stabilitas 

pertumbuhan ekonomi dan meningkatakan daya tahan terhadap krisis 

3.1.2.1 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019 

  Dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten 

Bangka pada tahun 2018 baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, berdasarkan 

forecasting, kondisi perekonomian mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi 

dibanding tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 5,85%. Untuk melihat gambaran 

kondisi perekonomian untuk tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.7. 

Tabel 3.7. 

Prediksi Kondisi Ekonomi 

Kabupaten Bangka Tahun 2018 dan Tahun 2019 

 

No Indikator Makro Tahun 2018 Tahun 2019 

1 LAPANGAN USAHA  PDRB HB 

(Jutaan Rp)  

 PDRB HK 

(Jutaan Rp)  

 PDRB HB 

(Jutaan Rp)  

 PDRB HK 

(Jutaan Rp)  

  a Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3.579.296 2.300.119 3.959.504 2.520.151 

  b Pertambangan dan Penggalian 1.694.389 1.272.739 1.798.803 1.286.870 

  c Industri Pengolahan 3.087.985 2.242.699 3.440.542 2.381.451 

  d Pengadaan Listrik dan Gas 25.865 15.985 28.406 16.542 

  e Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah. 

Limbah dan Daur Ulang 

3.542 1.775 3.661 1.835 

  f Kontruksi 1.270.893 832.469 1.561.062 883.147 

  g Perdagangan Besar dan Eceran, 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

1.858.842 1.249.494 2.189.922 1.366.237 

  h Transportasi dan Pergudangan 304.605 199.938 324.935 209.822 

  i Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 

366.667 227.087 386.138 239.384 

  j Informasi dan Komunikasi 284.018 206.935 295.658 217.907 

  k Jasa Keuangan dan Asuransi 422.056 22.401 449.965 302.292 

  l Real Estet 508.045 352.524 535.966 370.511 

  m Jasa Perusahaan 38.341 22.401 42.175 23.545 

  n Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

763.056 445.368 801.349 464.679 

  o Jasa Pendidikan 339.963 168.150 367.067 177.206 

  p Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 172.133 93.760 176.417 98.592 

  q Jasa Lainnya 97.496 58.048 107.746 60.883 

  PDRB 14.817.192 10.016.946 16.469.315 10.621.055 

2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,85 6,03 

3 Tingkat Inflasi 3,23 3,64 

4 Ketenagakerjaan   

  a Tk. Pengangguran Terbuka (%) 4,07 3,91 
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No Indikator Makro Tahun 2018 Tahun 2019 

 b     Jumlah Pengangguran (Orang) 6.194 5.053 

5 Penduduk Miskin (%)  4,84 4,68 

6 PDRB Perkapita (ribu Rp)  44.149 48.149 

7 IPM 71,21 71,57 

 a     Angka Harapan Hidup (Tahun) 70,56 70,58 

 b    Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 8,00 8,02 

 c     Angka Harapan Sekolah (Tahun) 12,41 12,43 

 d    Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)  11.620 11.832 

8 Indeks Williamson 0,187 0,186 

Sumber : Bappeda Kab. Bangka,  diolah, 2017 

Dari sisi output/produksi PDRB harga berlaku untuk lapangan usaha pertanian, 

kehutanan dan perikanan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 3,58 

triliun rupiah atau memberikan kontribusi sebesar 24,16% terhadap pembentukan 

PDRB Kabupaten Bangka, sedangkan PDRB harga konstan untuk tahun yang sama 

lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi 2,30 triliun rupiah. 

Dilihat dari tabel 3.7 diatas maka dapat diketahui bahwa sektor primer yang 

dipengaruhi supply & demand dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, 

merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB yakni sebesar 35,59% kemudian 

diikuti oleh sektor tersier dengan kontribusi mencapai 34,79% dengan menempatkan 

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 

sebagai lapangan usaha kontributor terbesar dengan kontribusi sebesar 12,55%. 

Sektor tersier diharapkan dapat menjadi sektor unggulan Kabupaten Bangka pada 

masa-masa mendatang dengan motor penggerak lapangan usaha penyediaan 

akomodasi dan makan minum sebagai representasi sektor pariwisata yang 

kontribusinya hanya sebesar 2,47%. Peningkatan kontribusi lapangan usaha ini sangat 

membutuhkan peran pemerintah daerah. Selain itu, yang juga terus menjadi perhatian 

bagi pemerintah daerah yakni bagaimana untuk terus meningkatkan sektor sekunder 

terutama lapangan usaha Pengadaan listrik dan gas serta lapangan usaha Pengadaan 

Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang karena hanya memberikan 

kontribusi masing-masing sebesar 0,17% dan 0,02%. Hal ini dirasakan masih kurang 

memadai untuk memacu pertumbuhan ekonomi, sektor ini akan menjadi faktor 

penentu keberhasilan pembangunan disamping sebagai pendorong perekonomian juga 

sebagai faktor pendorong laju investasi terutama berkaitan dengan energi listrik. Perlu 

diketahui bahwa PDRB harga konstan digunakan dalam mengukur perekonomian suatu 

daerah karena faktor inflasi sudah dieliminasi. 
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PDRB perkapita Kabupaten Bangka pada tahun 2018 diperkiraan mengalami 

peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa 

perekonomian berkembang kearah yang baik dan tingkat kesejahteraan masyarakat 

juga mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar  44,15 

juta rupiah. Namun yang perlu diperhatikan apakah distribusi pendapatan berjalan 

sempurna atau persentasi dari total pendapatan berbanding lurus dengan persentasi 

jumlah penduduk dalam menikmati pendapatan daerah. Hal ini akan terus menjadi 

prioritas pemerintah daerah dalam rangka memberantas kemiskinan dan memperluas 

kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya bagi masyarakat. 

Salah satu indikator ekonomi yang penting seperti inflasi tetap berada pada 

level aman yakni hanya sebesar 3,23%. Menjaga stabilitas harga terutama bahan pokok 

dalam rangka menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa 

perekonomian daerah berjalan stabil, walaupun tingkat harga barang pada beberapa 

sub sektor terutama sektor sekunder dan tersier justru mengalami peningkatan. Inflasi 

di sektor tersebut dipengaruhi oleh biaya hidup (life cost) yang tinggi di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya dan Kabupaten Bangka pada khususnya 

terutama didominasi oleh naiknya harga bahan pokok karena memang sebagian besar 

bahan pokok tersebut dikirim dari luar Bangka yang memerlukan sarana transportasi 

yang mahal.  

Mencermati kompleksitas dan skala hambatan dan tantangan yang dihadapi 

serta strategis pembangunan daerah, maka pencapaian sasaran pembangunan ekonomi 

Kabupaten Bangka pada tahun 2018 diarahkan pada kebijakan-kebijakan sebagai 

berikut :  

1. Mendorong laju produksi sektor unggulan daerah terutama perkebunan, 

pertanian, kelautan, perikanan, industri dan pariwisata. Pemilihan potensi 

sektor unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian 

terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Penguatan lembaga 

keuangan mikro dan koperasi akan terus dilakukan termasuk pengembangan 

industri yang disertai penguatan kapasitas produksi dan pemasaran. Dari sisi 

pemasaran, Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi dan 

swadaya masyarakat dalam pembangunan. Meningkatkan kapasitas sumber daya 

manusia terutama UMKM melalui pemberian keterampilan, pelatihan dan 

pendampingan secara berkelanjutan, bantuan pinjaman modal usaha, 

pengembangan wirausaha baru dan pemberian subsidi dan sarana dan prasarana 
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produksi target-target usaha kecil dalam mendorong penguatan daya saing produk 

termasuk fasilitasi promosi produk-produk industri dan promosi pariwisata serta 

menjalin kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata.       

2. Pembentukan Kantor Perwakilan Pemasaran di Negara Tujuan Ekspor untuk 

komoditas unggulan seperti lada, karet, Crude Palm oil (CPO) dan timah 

diharapkan mampu meningkatkan nilai ekspor komoditas unggulan sekaligus 

dalam rangka penguatan penguasaan pangsa pasar internasional, Kehadiran 

kantor perwakilan pemasaran akan menjembatini produsen dan konsumen secara 

lebih dekat, memangkas spekulan, mendorong sektor unggulan bergerak lebih 

cepat, meningkatkan posisi tawar, mempermudah akses informasi dan 

meningkatkan realisasi investasi sektor unggulan yang akan berdampak pada 

perbaikan kinerja perekonomian daerah.  

3. Pemanfaatan Resi Gudang bagi Petani. Kemampuan pemerintah dalam 

menyediakan fasilitas dan akses pembiayaan yang efektif dan cepat bagi pelaku 

produksi sangat diperlukan dalam menentukan keberhasilan pembangunan sektor 

komoditas pertanian dan perkebunan. Sistem pemberdayaan ini diharapkan 

mampu mengatasi berbagai permasalahan klasik yang dihadapi oleh petani 

sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku ekonomi yang 

memiliki kontribusi sentral dan langsung bagi perkembangan perekonomian 

daerah. Kemampuan daya tawar petani yang tinggi terhadap hasil pertaniannya 

dan kemudahan akses permodalan akan mendorong transformasi petani menjadi 

petani mandiri.   

4. Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD memiliki peran strategis 

dalam meningkatan perekonomian daerah. Banyaknya kegiatan perekonomian 

yang dapat dilakukan baik yang dapat memberikan pemasukan keuangan bagi 

daerah maupun memberikan manfaat kepada masyarakat. Disamping itu, 

perkembangan perekonomian global yang sarat dengan kompetensi menutut 

setiap BUMD untuk dapat mengelola bidang usahanya secara produktif, efisien, 

kompetitif dan berkelanjutan (sustainable competitive advantage). Sehubungan 

dengan peningkatan daya saing tersebut, PD. Agro Lestari Mandiri, PD Bangka 

Bahari Mandiri dan PDAM Tirta Bangka harus memiliki corporate plan yang jelas 

baik  dengan kemampuan SDM yang memiliki komitmen untuk mengembangkan 

perusahaan yang pada akhirnya dapat menyediakan lapangan pekerjaan, 
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menyediakan jasa dan penyediaan kebutuhan tertentu dengan harga yang lebih 

murah dibandingkan di pasarana.     

5. Mempercepat groundbreaking zona rencana Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK) pariwisata Bangka. Tahapan awal pembangunan di zona rencana KEK 

menjadi bukti nyata komitmen daerah untuk mengembangkan potensi sektor 

pariwisata daerah yang mendunia. Keberadaan destinasi pariwisata bertaraf 

internasional yang bernuansa sport tourism dan culture tourism yang terintegrasi 

dalam KEK menjadi salah satu solusi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah.  

6. Mendorong investasi agro industri dan industri hilir pertanian yang akan 

berdampak signifikan terhadap aktivitas perekonomian daerah. Komoditi 

investasi yang didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah 

investasi industri biogas, tapioka, karet dan CPO. Dalam kurun waktu 3 (tiga) 

tahun terakhir, investasi industri di sektor unggulan semakin meningkat, salah 

satunya akan dioperasikannya pabrik tapioka Puding Besar pada tahun 2018 nanti,   

Pertumbuhan investasi inilah yang memiliki keterkaitan backward linkage dan 

forward linkage yang mampu memperbaiki kondisi perekonomian saat ini. 

Peningkatan investasi pada sektor unggulan akan menciptakan jenis usaha-usaha 

baru yang mampu memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, 

meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan menekan angka 

kemiskinan dan tingkat pengangguran.  

7. Merubah struktur pasar oligopoli pada komoditi pertanian. Munculnya 

fenomena pasar oligopoli pada komoditi pertanian terutama komiditas unggulan 

daerah (lada, karet, sawit, dan perikanan) menyebabkan terjadinya kegagalan 

pasar (market failure) yang berdampak terhadap disparitas penguasaan sumber 

daya yang dapat menyebabkan pengaturan harga. Price taker seharusnya 

ditentukan berdasarkan mekanisme pasar (supply dan demand) bukan 

berdasarkan kesepakatan harga di tingkat penjual. Regulasi terkait perijinan usaha 

dan kemudahan investasi melalui PTSP akan mendorong partisipasi perusahan 

baru dan ikut dalam persaingan usaha yang berdampak pada perubahan struktur 

pasar menjadi lebih kompetetif (clearing market).    

8. Memperpendek rantai pemasaran pada komoditi pertanian. Membangun 

kelembagaan ekonomi yang solid yang dibentuk, dikelola dan dimiliki oleh petani 

melalui koperasi, BUMDes, Gapoktan dan lembaga keuangan mikro disertai dengan 
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pengembangan usaha kemitraan guna memperlancar distribusi berbagai produk 

yang dihasilkan dalam rangka memperkuat posisi tawar sehingga rantai 

pemasaran nilai usaha sektor pertanian menjadi lebih maksimal yang akan 

berdampak pada peningkatan kesejahteraan  petani yang selama ini tingkat 

keuntungan kegiatan usaha tani lebih banyak dinikmati oleh pedagang dan pelaku 

usaha pertanian lainya.   

9. Menghilangkan fenomena principal agent pada produk pertanian. Fenomena 

makelar, kartel dan pemilik modal menjadi penggerus utama tingkat pendapatan 

petani. Keterbatasan modal menyebabkan petani dan nelayan terpaksa melakukan 

pinjaman kepada kartel, makelar dan pemilik modal dengan perjanjian tertentu 

yang sangat merugikan petani dan nelayan. Harga penjualan produk pertanian 

dibawah harga normal kepada kreditur merupakan salah satu bentuk dampak 

perjanjian tertentu tersebut yang masih terjadi hingga sekarang. Pemberian sarana 

dan prasarana produksi, pemberian subsidi BBM pada nelayan dan pemberikan 

kredit usaha, pengutan kelembagaan petani dan pengembangan kemitraan usaha 

secara linear akan mengurangi tingkat ketergantungan petani dan nelayan pada 

pihak-pihak tersebut sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.      

10. Proteksi input dan ouput produksi. Proses transformasi input produksi menjadi 

output produksi menjadi prasyarat penting dalam peningkatan kapasitas produksi 

dalam rangka menjaga momentum perekonomian daerah. Disisi input, bentuk 

proteksi dilakukan melalui kestabilan harga bahan baku komoditas ungulan 

daerah (lada, karet, sawit, perikanan dan bijih timah), menjamin ketersediaan dan 

distribusi bahan baku dalam rangka memperlancar proses produksi. Di sisi output, 

proteksi dilakukan melalui peningkatan nilai tambah produk (value added), 

penentuan harga ditentukan berdasarkan mekanisme pasar, memperkuat regulasi 

perizinan, investasi dan kemudahan berusaha, memperluas akses pemasaran 

produk melalui penguatan koperasi dan UMKM, promosi produk unggulan daerah 

dan kemitraan dengan pelaku ekonomi lainnya. 

11. Stimulus fiskal untuk sektor pertanian dan UMKM. Pengembangan kapasitas 

industri dan produksi sektor pertanian dan UMKM melalui penjaminan mikro 

kredit melalui JAMKRIDA, skema mikro kredit tanpa bunga dan tanpa anggunan 

melalui BPRS Babel, subsidi pupuk untuk petani dan BBM untuk nelayan melalui 

APBD dan bantuan yang tidak dalam bentuk fiskal antara lain bantuan bibit 
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tanaman, ikan dan bantuan sarana produksi untuk petani, nelayan dan 

pembudidaya ikan. 

12. Mendorong peran pemerintah desa dalam perekonomian. Meningkatkan 

peran masyarakat dalam pembangunan melalui Alokasi Anggaran Desa (ADD) 

melalui APBD yang besarannya terus meningkat dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir. Peningkatan ADD ini digunakan untuk mengintervensi dan mendorong 

perekonomian desa. ADD diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan 

dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi 

lokal dan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan. 

13. Desentralisasi kewenangan perijinan tertentu kepada kecamatan. Otorisasi  

tersebut melalui pelimpahan kewenangan perijinan skala kecil ke kecamatan 

dalam bentuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam rangka 

meningkatkan kualitas dan dan mempermudah akses pelayanan kepada 

masyarakat sekaligus menciptakan citra positip dan legitimasi pemerintah daerah 

di mata masyarakat. 

14. Penguatan lembaga pelayanan perijinan dan pelayanan modal. Menata 

kelembagaan pemerintah daerah bidang pelayanan perijinan dan pelayanan modal 

dari kantor menjadi badan termasuk pendelegasian seluruh urusan perijinan 

dilimpahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan bentuk 

komitmen pemerintah daerah dalam rangka mendukung terciptanya 

penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas melalui pengembangan sistem 

informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik, melakukan 

perbaikan tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik dan melakukan 

penyederhanaan aturan (simplifikasi regulasi) yang menghambat akselerasi 

pembangunan terkait pelayanan perijinan dan pelayanan modal.     

15. Menjaga inflasi daerah. Stabilitas harga dilakukan melalui kebijakan fiskal 

daerah untuk mengurangi sisi permintaan agregat (AD) dan penawaran agregat 

(AS) melalui kebijakan menaikkan tarif pajak daerah terhadap sektor usaha diluar 

kelompok bahan makanan atau dengan mengenakan pajak daerah baru dalam 

koridor UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

melakukan efisiensi pengeluaran belanja pemerintah terutama terhadap program 

dan kegiatan yang tidak memiliki keunggulan kompetitif dan keuanggulan 

komperatif serta memberikan stimulus bantuan pinjaman modal usaha pada 
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UMKM yang bergerak sektor unggulan daerah (pertanian, perkebunan, kelauatan, 

perikanan, industri dan pariwisata).   

16. Meningkatkan koordinasi kebijakan perekonomian antar daerah. Menimbang 

krusialnya peran pemerintah daerah, diperlukan suatu wadah yang mensinergikan 

arah kebijakan ekonomi antar daerah dalam rangka mendorong pengembangan 

perekonomian daerah sekaligus membahas berbagai isu strategis terkait dengan 

perekonomian daerah sekaligus menghasilkan arah kebijakan yang bersifar 

strategis bagi kepentingan daerah. Diharapkan, koordinasi ini mampu mendorong 

wadah ini juga mampu mendorong upaya perbaikan iklim usaha dan investasi 

daerah, peningkatan ekspor, dan percepatan program hilirnisasi industri. 

Selengkapnya arah pembangunan daerah yang diambil guna mensiasati 

berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah pada tahun 2018 tersaji pada 

gambar berikut ini. 
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Gambar 3.1. 

Konsep Arah Pembangunan Daerah Terhadap Tantangan Pembangunan Daerah 
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3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 

Hasil analisis dan prakiraan sumber-sumber pendapatan daerah, pagu serta 

proyeksi pendapatan daerah tahun 2015 sampai dengan 2019 disajikan dalam tabel 

dibawah ini. 

Tabel 3.8. 

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka 

Tahun 2015 s/d 2019  

 

URAIAN 

REALISASI PROYEKSI 

2015 2016 2017 2018 2019 

Pendapatan Asli Daerah : 116.145.760.996 129.295.983.587 125.810.434.750 151.699.603.100 152.706.004.200 

Pajak Daerah 33.827.911.632 43.856.887.840 38.130.001.000 55.074.129.000 56.038.326.100 

Retribusi Daerah 7.395.981.779 10.426.155.803 7.442.005.500 11.820.526.500 12.204.811.000 

Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang dipisahkan. 

4.535.401.771 5.584.383.968 5.076.651.000 5.973.500.000 5.597.007.700 

Lain-Lain Pendapatan Daerah 

yang Sah 
70.386.465.814 69.428.555.975 75.161.777.250 78.831.447.600 78.865.859.400 

Dana Perimbangan : 771.744.028.505 826.499.466.310 785.715.844.000 833.436.190.000 950.716.171.100 

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi 

Hasil Bukan Pajak 
149.216.464.255 83.224.197.816 67.825.634.000 103.285.669.000 82.069.017.000 

Bagi Hasil Pajak 30.010.041.200 24.572.826.020 25.525.278.000 31.330.379.000 30.885.586.300 

Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 119.206.423.055 58.651.371.796 42.300.356.000 72.955.289.000 51.183.430.700 

Dana Alokasi Umum (DAU) 500.006.221.000 535.973.885.000 535.973.885.000 534.851.964.000 648.528.400.850 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 122.521.343.250 207.301.383.494 181.916.325.000 195.298.557.000 220.118.753.250 

Lain-Lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah : 
185.956.891.719 121.442.663.688 152.486.941.000 237.375.592.000 178.850.072.200 

Pendapatan Hibah - 5.171.951.630 - - - 

Dana Bagi Hasil Pajak dari 

Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Lainnya 

56.200.021.719 27.819.775.058 53.315.954.000 55.960.834.000 61.579.926.800 

Dana Penyesuaian dan 
Otonomi Khusus 

96.475.980.000 40.696.985.000 51.955.343.000 58.782.165.000 62.736.076.600 

Dana Otonomi Khusus 18.136.526.000 40.696.985.000 51.955.343.000 58.782.165.000 62.736.076.600 

Dana Penyesuaian 78.339.454.000 - - - - 

Bantuan Keuangan dari 
Provinsi atau Pemerintah 

Daerah Lainnya 

33.280.890.000 47.753.952.000 47.215.644.000 49.119.596.000 54.534.068.800 

Dana Desa - - - 51.917.297.000 - 

Dana Insentif Daerah - - - 21.595.700.000 - 

JUMLAH PENDAPATAN 
DAERAH 

1.073.846.681.220 1.077.238.113.585 1.064.013.219.750 1.222.511.385.100 1.282.272.247.500 

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, diolah, 2017  

 

Berdasarkan pada proyeksi penerimaan pendapatan daerah tersebut diatas, 

maka penerimaan pendapatan daerah diperkirakan terus mengalami peningkatan. Jika 

pada tahun 2016 realisasi pendapatan daerah hanya mencapai Rp. 1.077.238.113.585,-, 

maka pada tahun 2017 diproyeksikan menurun menjadi Rp. 1.064.013.219.750,- 

sebagai akibat shortfall pendapatan negara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang 



Pemerintah Kabupaten Bangka 

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018                                           III - 27  

berpengaruh terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat, namun seiring dengan 

membaiknya perekonomian global maka pada tahun 2018, diperkirakan pendapatan 

daerah mencapai Rp. 1.222.511.385.100,- dan pada tahun 2019 diperkirakan 

meningkat menjadi Rp. 1.282.272.247.500,-. 

Kemampuan penerimaan berimplikasi langsung terhadap kemampuan daerah 

dalam melakukan pembiayaan pembangunan dan sangat berperan terhadap 

keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Kemampuan pembiayaan 

pembangunan daerah merupakan cerminan dari penerimaan pendapatan daerah, yang 

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain 

Pendapatan yang Sah. Proyeksi penerimaan pendapatan daerah tersebut berasal dari 

beberapa komponen sumber pendapatan daerah dengan rincian sebagaimana tabel 3.8. 

diatas. 

a. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 diproyeksikan sebesar                    

Rp. 151.699.603.100,-, diperkirakan pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 

Rp. 152.706.004.200,- yang berasal dari : 

� Pajak Daerah diperkirakan sebesar Rp. 55.074.129.000,-; 

� Retribusi Daerah diperkirakan sebesar Rp. 11.820.526.500,-; 

� Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperkirakan sebesar Rp. 

5.973.500.000,-; 

� Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diperkirakan sebesar Rp. 

78.831.447.600,-.  

b. Penerimaan Dana Perimbangan tahun 2018 diproyeksikan mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pendapatan transfer 

pada tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 833.436.190.000,- atau meningkat 

sebesar 6,07 persen dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yang 

hanya mencapai Rp. 785.715.844.000,- yang berasal dari : 

� Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak di perkirakan sebesar Rp. 103.285.669.000,-; 

� Dana Alokasi Umum (DAU) diperkirakan sebesar Rp. 534.851.964.000,-; 

� Dana Alokasi Khusus (DAK) diperkirakan sebesar Rp. 195.298.557.000,-; 

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2018 diproyeksikan mencapai Rp. 

237.375.592.000,-  yang terdiri dari : 

� Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

diperkirakan sebesar Rp. 55.960.834.000,-; 
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� Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus diperkirakan sebesar Rp. 

58.782.165.000,-; 

� Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya diperkirakan 

sebesar Rp. 49.119.596.000,-; 

� Dana Desa diperkirakan sebesar Rp. 51.917.297.000,-; dan 

� Dana Insentif Daerah diperkirakan sebesar Rp. 21.595.700.000,-. 

 

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bangka pada tahun 2018 di 

fokuskan adalah sebagai berikut :  

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah yang Memiliki 

Keunggulan Komperatif dan Kompetitif 

Pilihan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang 

memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif diarahkan untuk memberikan 

kontribusi nyata dalam memobilisasi dana, terutama sumber-sumber dana yang 

secara langsung telah dikelola dan dapat dikembangkan seperti pajak daerah dan 

retribusi daerah, dengan melihat pendapatan daerah yang memang memiliki nilai 

potensi yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain, memiliki efek pengganda 

yang besar bagi pendapatan daerah dan dipastikan memiliki potensi yang lebih 

besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan daerah lainnya.  

Sejalan dengan hal tersebut, upaya peningkatan Pendapatan Daerah (PAD, Dana 

Perimbangan dan Lain-Lain pendapatan daerah yang sah) dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi dan diversifikasi pajak dan retribusi daerah. 

Intensifikasi pendapatan daerah merupakan upaya peningkatan intensitas 

pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum 

tergarap atau terjaring pajak/retribusi serta memperbaiki kinerja pemungutan 

agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi 

pendapatan dapat dilakukan dengan cara: penyempurnaan administrasi 

pajak/retribusi, peningkatan mutu pegawai dan petugas pungut, serta 

penyempurnaan regulasi pajak/retribusi.  

Intensifikasi pendapatan antara lain dilakukan dengan memperbaiki 

administrasi pajak dan mempermudah pembayaran pajak melalui e-banking 
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dan membuka payment point Bank Sumsel Babel di Badan Pengelolaan Pajak 

dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka, pembayaran IMB melalui 

Kecamatan melalui program PATEN, memperbanyak dan meningkatkan 

kualitas petugas pungut, dan melakukan perubahan terhadap peraturan daerah 

yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.  

Ekstensifikasi pendapatan merupakan upaya memperluas subyek dan obyek 

pajak/retribusi serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pendapatan dapat 

dilakukan dengan cara : perluasan wajib pajak/retribusi, penyempurnaan tariff, 

dan perluasan objek pajak/retribusi. 

Ekstensifikasi pajak yang dilakukan adalah dengan meninjau ulang tarif PAD 

yang bersumber dari Pajak Restoran, Pajak Hotel, pajak penerangan jalan, pajak 

reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, BPHTB, dan PBB. Peninjauan 

ulang dan rasionalisasi tersebut dapat meningkatkan PAD yang berasal pajak 

daerah. Selanjutnya untuk retribusi daerah dilakukan dengan cara penyesuaian 

tariff pada retribusi pelayanan kesehatan umum, retribusi pelayanan sampah, 

retribusi pelayanan pasar, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, 

retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, 

retribusi tempat parker khusus, retribusi IMB  dan Retribusi Perpanjangan Izin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Selain itu juga dengan memperluas wajib 

pajak/retribusi dan objek pajak/retribusi.  

Diversifikasi Pendapatan adalah upaya untuk memperbanyak sumber 

pendapatan lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Upaya ini 

dilakukan antara lain melalui peningkatan target dividen dari Bank Sumsel 

Babel dan Bank Syariah Bangka, meningkatkan kontribusi asset yang 

dikerjasamakan dan penjualan asset lainnya. Selain itu juga dengan mencari 

sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 

b. Meningkatkan tata kelola pemungutan dan penerimaan pajak daerah melalui 

perbaikan bank data, membangun sistem pendapatan daerah secara 

terintegrasi berbasis elektronik (e-mapping, smart-mapping, e-filling, e-

registration, e-payment dan e-councelling, sistem informasi zonasi harga tanah). 

c. Meningkatkan koordinasi antara SKPD yang mengelola pendapatan, 

pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait bidang pendapatan daerah. 

Koordinasi ini ditujukan untuk meningkatkan dana perimbangan dan Dana 
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Bantuan dari Pusat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Kabupaten 

Bangka. 

d. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha yang bermitra dengan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bangka agar mampu memberikan kontribusi maksimal 

terhadap pendapatan daerah antara lain melalui dividen dari Bank Sumsel 

Babel dan Bank Syariah Bangka, Jamkrida, PT. Eljhon Parai Indah Hotel, Dharma 

Wanita Persatuan Kabupaten Bangka, PT. Rambang Jaya Semesta, Yayasan 

Eljhon Indonesia, PT. Dreamland Prorety, CV. Karya Lestari, Persatuan Pemuda 

Matras Peduli (PPMP), Bank Rakyat Indonesia dan Yayasan Pendidikan 

Lembaga Nasional (YPLN).  

e. Optimalisasi pendapatan daerah melalui inventarisasi dan pendayagunaan 

asset-aset daerah, melalui kerjasama penggunaan asset Pemda dan penjualan 

asset lainnya. 

f. Menerapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 

wajib pajak dan memberikan reward kepada wajib pajak maupun petugas pajak 

yang telah melaksanakan kewajibannya tepat waktu dan melampaui target. 

Upaya ini dilakukan melalui pemasangan banned terhadap objek 

pajak/retribusi yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Selain itu 

untuk meningkatkan pembayaran IMB maka dilakukan program pemutihan 

IMB. 

2. Peningkatan Pendapatan Melalui Reformasi dan Regulasi Pendapatan 

Daerah 

Kebijakan ini dilakukan dengan menderegulasi perda-perda yang berkaitan 

dengan pajak dan retribusi daerah beserta peraturan pelaksanaannya dan 

penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan 

perkembangan dunia usaha dan menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan 

perdagangan.  

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam menunjang 

kemandirian fiskal sekaligus penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka 

berdasarkan hasil intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap seluruh objek 

Pendapatan Asli Daerah diperoleh beberapa objek PAD yang memang mempunyai 

keunggulan komperatif dan kompetitif dibandingkan objek PAD lainnya yakni i) 

lain-lain PAD yang sah; dan ii) pajak daerah.  
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Selain melakukan reviu atas regulasi daerah, upaya perbaikan kinerja fiskal terus 

dilakukan secara berkelanjutan dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah 

(Raperda) lainnya terkait dengan pendapatan daerah yang telah masuk ke dalam 

Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2018 antara lain :   

1. Raperda Perubahan atas Perda Retribusi Jasa Umum.  

2. Raperda Perubahan atas Perda Retribusi Perizinan Tertentu. 

3. Raperda Perubahan atas Perda Retribusi Jasa Usaha. 

4. Raperbup Percepatan Penerbitan HGU kepada Seluruh Badan Usaha dan 

Masyarakat untuk Meningkatkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB). 

5. Raperbup Penyesuaian Tarif PBB Berbasis Wilayah. 

6. Raperbup Deliniasi Kawasan Perkotaan dalam rangka Meningkatkan PBB. 

7. Raperbup Penetapan Deliniasi Kawasan Pasar. 

8. Raperbup Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi 

dan Pengendalian Retribusi Menara Telekomunikasi. 

9. Raperbup Optimalisasi Pendapatan atas Konstribusi Aset yang 

Dikerjasamakan. 

10. Raperbup Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Umum. 

11. Raperbup Penyesuaian Tarif Retribusi Perizinan Tertentu. 

12. Raperbup Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Usaha. 

13. Raperbup Penyesuaian Tarif Pajak Daerah. 

14. Raperbup Optimalisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan 

Milik Daerah/BUMD. 

15. Raperda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

3. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Transfer 

Daerah 

Upaya yang dilakukan dalam mendorong pendapatan daerah yang berasal dari 

dana transfer daerah adalah sebagai berikut : 

a. Memperbaiki struktur data yang menjadi penentu dalam variabel perhitungan 

DAU dan DAK. 

b. Meningkatkan upaya rekonsiliasi data wajib pajak baik orang pribadi maupun 

badan pasca amnesti pajak terutama adanya penambahan wajib pajak baru  

yang akan berimbas positip bagi daerah pada masa mendatang.  
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c. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 

Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan pengawasan produksi perusahaan 

pertambangan dan migas. 

d. Meningkatkan upaya rekonsiliasi data produksi pertambangan, land rent dan 

industri timah. 

e. Memperbaiki performa kinerja pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan 

dana insentif daerah.  

f. Meningkatkan upaya rekonsiliasi data produksi perikanan dan kehutanan. 

g. Meningkatkan sistem informasi kelautan perikanan secara terpadu. 

h. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan pada perairan 

potensial dan melakukan rasionalisasi upaya tangkap pada perairan. 

i. Mengingkatkan pengawasan dan pengendalian guna menjamin pengelolaan 

sumber daya kelautan secara efektif. 

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 

Uraian umum kebijakan belanja perangkat daerah adalah sebagai berikut : 

1) Memprioritaskan belanja untuk pencapaian akhir RPJMD 2014 – 2018 yang 

difokuskan pada indikator kinerja RPJMD yang masih belum tercapai berdasarkan 

hasil evaluasi program prioritas dan capaian indikator kinerja RPJMD melalui 

pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial yang menyasar pada 10 

(sepuluh) prioritas pembangunan daerah yakni i) kebudayan dan pariwisata; ii) 

lingkungan hidup, iii) ekonomi; iv) pengentasan kemiskinan; v) reformasi 

birokrasi; vi) pertanian; vii) kesehatan; viii) infrastruktur; ix) penataan ruang; dan 

x) pendidikan.  

2) Memprioritaskan alokasi dana hibab terutama pada Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) dan BAWASLU pada belanja tidak langsung dalam rangka menjamin 

kelancaran Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), pelaksanaan PEKAN Olahraga 

Provinsi (PORPORV) Babel 2018. Selain itu pemberian hibah kepada MUI, PMI, 

KONI, BAZNAS, Pramuka, Polres, Kodim, insentif GTT/PTT tingkat SMP dan MTs, 

insentif GTT/PTT tingkat SD/MIN/MIS, BOS tingkat SMP/MTs, BOS tingkat SD/MI, 

insentif guru TK/RA, guru PAUD, guru TKA/TPQ dan guru Madrasah Diniyah, 

yayasan, tempat ibadah, sanggar seni dan organisasi kepemudaan. Selengkapnya 

rencana hibah yang akan disalurkan berdasarkan usulan/proposal yang 

disampaikan kelompok masyarakat tersaji pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.9 

Usulan/Proposal Hibah Tahun 2018 

 

No. Uraian Anggaran (Rp) Lokasi Kegiatan 

1 PMI 1.260.000.000 Kab. Bangka 

2 KONI (dibagi per Pencab) 5.100.000.000 Kab. Bangka 

3 BAZNAS  Bangka 205.000.000 Kab. Bangka 

4 Komisi Pemilihan Umum (KPU) 13.700.000.000 Kab. Bangka 

5 Bawaslu 5.840.000.000 Kab. Bangka 

6 Pramuka 145.000.000 Kab. Bangka 

7 Pimpinan Cabang Muslimat NU 

Kab. Bangka 

44.480.000 Sungailiat 

8 Sanggar Seni Kemuning Belinyu 29.800.000 Belinyu 

9 Gereja HKBP Belinyu 30.500.000 Belinyu 

10 Persatuan Bola Volly Seluruh 

Indonesia 

35.000.000 Sungailiat 

11 Pemuda Muslim Bangka (LPMB)                   80.500.000  Sungailiat 

12 Bangka Selection                375.000.000  Sungailiat 

13 Komunitas Wartawan Bangka                  83.850.000  Sungailiat 

14 PS Bangka Kompetisi Liga Babel                  55.000.000  Sungailiat 

15 Pengurus Cabang NU Kab. Bangka                586.200.000  Sungailiat 

16 Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan PAUD (DAK) 

            6.250.000.000  Kab. Bangka 

17 Gerakan Masyarakat Peduli 

Lingkungan (GEMPA) 

                 44.700.000  Sungailiat 

18 Polres Bangka             4.300.500.000  Kab. Bangka 

19 Kodim              1.180.000.000  Kab. Bangka 

20 Majelis Ulama Indonesia                126.500.000  Sungailiat 

21 Insentif GTT / PTT Tingkat SMP 

dan M.Ts  (APBD) 

               952.400.000  Kab. Bangka 

22 Insentif GTT / PTT Tingkat 

SD/MIN/MIS  

               852.000.000  Kab. Bangka 

23 Insentif Guru TK / RA, Guru PAUD, 

Guru TKA / TPQ, Guru Madrasah 

Diniyah Ulumuddin 

            5.375.000.000  Kab. Bangka 

24 BOS Tingkat SMP dan M.Ts 

(APBD) 

            2.000.000.000  Kab. Bangka 

25 BOS Tingkat SD dan MI/M.Ts 

(APBD) 

               560.000.000   

26 Madrasah Hidayatul Mubtadiin 

Desa Silip 

                 83.250.000  Riau Silip 

27 Madrasah Nurul Iman Desa Zed                  55.400.000  Mendobarat 

28 Forum Islam Komunikasi (Fikom)                  78.250.000  Sungailiat 

29 Forum Komunikasi Diniyah 

Takmiliyah/FKDT 

                 61.500.000  Sungailiat 

30 Forum Pemuda Tanjung Ratu 

Dusun Tanjung Ratu  

                 73.500.000  Sungailiat 

31 Yayasan Syafaatul Musthofa 

Cendrawasih 

                 43.200.000  Sungailiat 

32 Yayasan Alhafizh Rawa Indah                   75.000.000  Mendobarat 
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No. Uraian Anggaran (Rp) Lokasi Kegiatan 

Desa Kace Timur 

33 Yayasan Nurul Falah Kimak                  78.800.000  Merawang 

34 Yayasan Al-Uswah Mandiri 

Sungailiat 

                  46.750.000  Sungailiat 

35 Yayasan Ma'had Al Hikmah 

Pagarawan 

                  47.500.000  Merawang 

36 Yayasan Masjid Baiturrahman 

Desa Air Duren 

                  42.000.000  Pemali 

37 Yayasan Ar Roki'in Nusantara 

Parit Pekir 

                  45.800.000  Sungailiat 

38 Yayasan At- Tadzkir Bangka SDIT 

Pelita Alam Semesta 

                  40.600.000  Kab. Bangka 

39 Yayasan  NURUSSYIFAA Desa Dalil                    76.000.000  Bakam 

40 Yayasan Ar-Barokah Kota Kapur                   52.000.000  Mendobarat 

41 Yayasan Sabiilul Muhtadin Bangka 

Belitung 

                 46.800.000  Merawang 

42 Yayasan Al-Istiqomah Tiang Tara                   83.000.000  Bakam 

43 Yayasan Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak Al Kausar 

                  95.000.000  Sungailiat 

44 Yayasan Biruni Bangka                   78.500.000  Sungailiat 

45 Yayasan At Taubah Sinas Jaya                   45.000.000  Sungailiat 

46 Yayasan Al Ikhtisar Desa Paya 

Benua 

               110.350.000  Mendobarat 

47 Yayasan Nurul Iman Mantung Kel. 

Air Jukung 

                 55.500.000  Belinyu 

48 Yayasan Moeliya Nurul Izzah Desa 

Karya Makmur 

               145.000.000  Pemali 

49 Yayasan Faturrahman Desa Kimak                120.500.000  Merawang 

50 Yayasan Masjid Al Mukmin Dusun 

Rambang 

               108.000.000  Bakam 

51 Yayasan Masjid Al Barkah Tanjung 

Ratu 

                 85.850.000  Sungailiat 

52 Yayasan Assyifa Dahlia                   65.000.000  Mendobarat 

53 Yayasan At-Taqwa Gambir 

Pagarawan 

                  95.000.000  Merawang 

54 Yayasan Tasywiqul Fata Desa 

Petaling 

                  85.750.000  Mendobarat 

55 Yayasan Cendikia Bangsa 

Sungailiat (Stisipol 12) 

               138.800.000  Sungailiat 

56 Yayasan Majelis Qurra 

Haniammaria Paya Benua 

               156.500.000  Mendobarat 

57 Yayasan Nurul Ihsan Baturusa                  60.450.000  Merawang 

58 Masjid Syahidul Mukhlisin Taman 

Pesona 

                  44.200.000  Sungailiat 

59 Masjid Al Mukhlisin Dusun 

Simpang Lumut 

                  76.000.000  Belinyu 

60 Masjid Darul Ulum Desa Karya 

Makmur 

                  48.000.000  Pemali 

61 Masjid Arrahman Batutunu                112.000.000  Belinyu 

62 Masjid Al Falah Desa Tanah 

Bawah 

                  64.200.000  Puding Besar 

63 Masjid Jamik Nurul Ihksan Gunung                   50.000.000  Belinyu 
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No. Uraian Anggaran (Rp) Lokasi Kegiatan 

Muda 

64 Masjid AlMuhajirin Desa Air Ruai                  35.000.000  Pemali 

65 Masjid Al Akbar Sungailiat                   80.000.000  Sungailiat 

66 Masjid Al Mujahirin Air Ruay Desa 

Air Ruay 

               155.000.000  Pemali 

67 Masjid Shirothol Mustaqim Bukit 

Layang 

               160.500.000  Bakam 

68 Masjid Al Hidayah Desa Mapur                140.000.000  Riau Silip 

69 Mesjid nurul huda labuh air 

pandan 

               135.000.000  Mendobarat 

70 Masjid Baitusalam Kp. Batu 

Sungailiat 

                 80.500.000  Sungailiat 

71 Masjid Amalia Muntabak                129.000.000  Pemali 

72 Mesjid nurul huda Neknang                   85.800.000  Bakam 

73 Masjid Besar Paya Benua                110.000.000  Mendobarat 

74 Masjid Tiang Tara                150.000.000  Bakam 

75 Surau Nurul Falah Mantung                  35.000.000  Belinyu 

76 Surau Miftahul Ulum Sungailiat                  18.500.000  Sungailiat 

77 Surau Aik Abik                105.000.000  Belinyu 

78 Mushollah Al Ikhlas Sungailiat                  22.500.000  Sungailiat 

79 Mushollah Baitul Hamid Desa 

Mendo 

                 40.000.000  Mendobarat 

80 Mushollah Al-Muhajirin Desa 

Nibung 

                  25.500.000  Puding Besar 

81 Mushollah Arrahman Desa 

Penyamun 

                 35.000.000  Pemali 

82 MTs Al Istiqomah Kuto Panji                  50.000.000  Belinyu 

83 TKQ / TPQ Nurul Islam Paya 

Benua 

                  45.000.000  Mendobarat 

84 TK-IT Nuruusyifaa Bakam                  95.000.000  Bakam 

85 TRK Ponpes Al Islam Kemuja                 218.050.000  Mendobarat 

86 TPA Paket III Sumarco                  78.000.000  Bakam 

87 LPTQ Kabupaten Bangka             1.585.000.000  Mendo Barat 

88 LPPM STKIP Muhammadiyah 

Babel 

                 30.850.000  Kab. Bangka 

89 LPPM UGM                123.000.000  Kab. Bangka 

90 LPPM UBB  Kab. Bangka 

□ KKN UBB                   38.500.000  

□ Tambak Kepiting Bakau                155.000.000  

□ Kampung Sosial                  51.000.000  

91 LPPM UNS                  30.500.000  Kab. Bangka 

  JUMLAH        56.122.580.000   

 

3) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pembangunan manusia yang 

difokuskan pada pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan. 
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 Pembangunan pendidikan digunakan untuk peningkatan akses pendidikan yang 

berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan 

hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. 

Alokasi belanja pembangunan kesehatan dititikberatkan pada berbagai upaya 

perbaikan kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif dan kuratif,  

peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan sehingga secara keseluruhan 

dapat meningkatkan angka harapan hidup tahun 2018 dan pencapaian 

keseluruhan sasaran Sustainable Development Goals (SDGs). 

Pembangunan bidang perumahan diprioritaskan pada penyediaan perumahan 

disertai penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Pembangunan 

perumahan disamping berorientasi pada prioritas nasional, juga melaksanakan 

prioritas daerah yang lebih difokuskan pada revitalisasi rumah layak huni, yang 

didukung program GERBANG MASA yang merupakan program Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  

Selengkapnya arah kebijakan belanja langsung yang diprioritaskan pada dimensi 

pembangunan manusia tersaji pada gambar berikut. 

Gambar 3.2. 

Arah Kebijakan Belanja Langsung  

Dimensi Pembangunan Manusia 

 

 

4) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pembangunan sektor unggulan yang 

difokuskan pada pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan 

ketenagalistrian, kemaritiman, pariwisata dan industri.  

Belanja pertanian dititikberatkan pada peningkatan produksi pangan dalam 

rangka mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing produk 

pertanian, peningkatan pendapatan petani dan nelayan dalam bentuk bantuan 

sarana dan prasarana produksi. 
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Dalam skala makro, energi dan ketenagalistrikan lebih merupakan kewenangan 

pusat dibandingkan daerah. Oleh karenanya, pembangunan kedaulatan energi 

dan ketenagalistrikan diprioritaskan pada substansi program yang difokuskan 

pada upaya penggunaan energi alternatif. 

Kemaritiman difokuskan pada pemanfaatan potensi sumber daya kelautan untuk 

pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan nelayan dalam bentuk 

bantuan sarana dan prasarana, asuransi nelayan dan subsidi BBM serta menjaga 

kelestarian sumber daya alam hayati laut. 

Pembangunan pariwisata diarahkan kepada usaha lokal dalam industri pariwisata 

daerah disamping melalui event-event pariwisata dan budaya, yang didukung 

teknologi informasi dalam rangka meningkatkan promosi wisata daerah hingga 

level internasional. Alokasi belanja untuk pembangunan industri diprioritaskan 

pada pasar kerja lokal dengan prosedur keselamatan kerja yang memadai 

terutama sektor pertanian yang disertai dengan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi guna meningkatkan daya saing produk industri daerah.   

Informasi arah kebijakan belanja lansung yang diprioritaskan pada dimensi 

pembangunan sektor unggulan tersaji pada tabel berikut ini. 

Gambar 3.3. 

Arah Kebijakan Belanja Langsung  

Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan 

 

 
 

5) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pemerataan dan kewilayahan. 

Pemerataan antar kelompok pendapatan merupakan bentuk lain dari 

penanggulangan kemiskinan. Percepatan pengurangan kemiskinan dilakukan 

melalui penguatan lembaga keuangan mikro dan koperasi, perluasan kesempatan 

dan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan pelayanan 

pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui klaster pertama 

berupa program bantuan sosial berbasis keluarga, klaster kedua program 
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pemberdayaan masyarakat, klaster ketiga program pemberdayaan usaha kecil dan 

mikro dan klaster keempat program pro rakyat. 

Pembangunan kewilayahan diarahkan pada penguatan kapasitas pemerintahan 

dan kelembagaan desa, peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam 

pembangunan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Di lain 

sisi, pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan  menjadi sangat 

penting bagi perkembangan wilayah karena variabel ini menjadi bagian integral 

dari pembangunan perekonomian dan merupakan roda penggerak pertumbuhan 

ekonomi. Prioritas penggunaannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan 

kualitas pelayanan prasarana untuk daerah-daerah yang perekonomiannya 

berkembang pesat serta meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui dukungan 

pelayanan prasarana sesuai dengan perkembangan kebutuhan khususnya pada 

koridor-korodor utama perekonomian kecamatan. 

Selengkapnya arah kebijakan belanja langsung yang diprioritaskan pada dimensi 

pemerataan dan kewilayahan tersaji pada gambar berikut. 

Gambar 3.4. 

Arah Kebijakan Belanja Langsung 

Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan 

 

 

6) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi tata kelola dan reformasi birokrasi. 

Belanja tata kelola dan reformasi birokrasi sendiri ditujukan pada 3 (tiga) klaster 

yakni: i) sumber daya manusia aparatur, sehingga mampu menghasilkan menjadi 

birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel.  Birokrasi yang efektif akan  

memastikan tercapainya visi “Bangka Bermartabat”; ii) pengawasan yang 

difokuskan pada pemerintahan yang bersih (clean government) dan bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN; dan iii) kluster akuntabilitas yang 

difokuskan pada peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Disamping itu, 

mendorong setiap entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 
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(SKPD) untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi pelayanan publik di 

lingkungan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang 

terbaik, berkualitas dan berkesinambungan sekaligus emendukung one agency 

one innovation. Penciptaan dan pengembangan kebijakan yang inovatif yang 

berkesinambungan meliputi pengembangan sistem informasi infrastruktur, 

sistem informasi kemiskinan terintegrasi Kabupaten Bangka, sistem pajak online, 

arisan jamban, kartu Bangka cerdas, majlis sabtu Badan Koordinasi Penataan 

Ruang Daerah (BKPRD), nasi aruk dalam APBD, kerjasama POLMAN mesin beras 

aruk, kebun kelapa sawit rakyat, kultur jaringan lada ex-vitro, enam pilar 

jambanisasi (Pemda, Pemdes, TNI, Perguruan Tinggi, Corporate Social 

Responsibility (CSR), dan masyarakat), kelas unggulan tiap tingkat sekolah per 

kecamatan, kebun karet rakyat, kebun singkong rakyat, Pelayanan Terpagu 

(PATEN) seluruh kecamatan, kerjasama Universitas Bangka Belitung terkait 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar, Raskin gratis, SPGDT berbasis 

android, kebun raya dalil dan kerjasama Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 

(STPN) dalam rangka pengembangan SDM bidang pertanahan. 

Informasi arah kebijakan belanja lansung yang diprioritaskan pada dimensi tata 

kelola dan reformasi birokrasi tersaji pada tabel berikut ini. 

Gambar 3.5. 

Arah Kebijakan Belanja Langsung 

Dimensi Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi 

 

 
 

7) Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi berwawasan lingkungan. 

Fungsi lingkungan mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan 

risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim dan gangguan bencana 

lainnya. Oleh karena itu, substansi program aksi bidang ini mencakupi optimalisasi 

pengelolaan persampahan, optimalisasi perencanaan, pengendalian dan 
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pemanfaatan tata ruang, revitalisasi sektor pertanian, pengendalian kerusakan 

lingkungan dan peningkatan kemampuan penanggulangan bencana.  

Selengkapnya arah kebijakan belanja langsung yang diprioritaskan pada dimensi 

berwawasan lingkungan tersaji pada gambar berikut. 

Gambar 3.6. 

Arah Kebijakan Belanja Langsung 

Dimensi Berwawasan Lingkungan 

 

 
8) Mempertahankan proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak 

langsung. 

Kebijakan ini terkait dengan pembangunan yang pro poor, pro job, pro growth, dan 

pro environment. Tingginya proprosi belanja langsung tersebut diarahkan prioritas 

pembangunan yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pokok 

pembangunan sesuai dengan tema pembangunan daerah tahun 2018 yang lansung 

dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

9) Mengelola difisit anggaran dalam batas yang diperkenankan. 

Kebijakan ini dilakukan dalam rangka menjaga momentum dan akselarasi 

pertumbuhan ekonomi daerah dengan besaran defisit tidak lebih dari 3 persen 

dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Selengkapnya pagu dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Bangka tahun 2015 

– 2019 tersaji pada tabel berikut. 

Tabel 3.10. 

Pagu dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bangka 

Tahun 2015 s/d 2019 

 

BELANJA 
REALISASI PROYEKSI 

2015 2016 2017 2018 2019 

Belanja Tidak 

Langsung 
521.026.337.498 546.770.631.882 600.905.440.050 625.548.864.050 726.875.582.350 

Belanja Pegawai 408.995.912.638 419.287.065.240 445.213.712.250 445.854.865.500 538.708.591.800 

Belanja Subsidi 150.000.000 500.000.000 350.000.000 350.700.000 423.500.000 

Belanja Hibah 29.692.365.370 35.345.003.850 33.714.854.000 52.821.558.000 40.794.973.300 
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BELANJA 
REALISASI PROYEKSI 

2015 2016 2017 2018 2019 

Belanja Bantuan Sosial 2.172.750.000 1.561.062.500 1.727.500.000 1.733.546.250 2.090.275.000 

Belanja Bagi Hasil 

kepada 

Provinsi/Kab/Kota dan 

Pemerintah Desa  

4.128.810.000 5.394.883.000 4.764.078.800 6.361.795.000 5.764.535.300 

Belanja Bantuan 

Keuangan kepada 

Provinsi/Kab/Kota dan 

Pemerintahan Desa 

74.793.483.940 84.363.969.093 113.135.295.000 115.902.649.300 136.893.706.950 

Belanja Tidak Terduga 1.093.015.550 318.648.200 2.000.000.000 2.523.750.000 2.200.000.000 

Belanja Langsung 477.770.122.232 605.873.787.937 525.715.275.925 633.362.162.700 621.658.313.600 

Belanja Pegawai 65.733.648.310 82.246.047.490 83.971.339.750 125.963.106.800 99.296.109.200 

Belanja Barang dan 

Jasa 
174.713.624.299 262.836.504.469 225.875.164.603 289.576.105.400 267.097.382.100 

Belanja Modal 237.322.849.623 260.791.235.978 215.868.771.572 217.822.950.500 255.264.822.300 

Total 998.796.459.730 1.152.644.419.820 1.126.620.715.975 1.258.911.026.750 1.348.533.895.950 

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, diolah, 2017  

 

Kemampuan belanja daerah tahun 2018 akan mengalami peningkatan menjadi 

Rp, 1.258.911.026.750,- dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 

Rp. 1.126.620.715.975,-. Proyeksi belanja yang demikian apabila dibandingkan dengan 

proyeksi pendapatan sebagaimana diatas maka terdapat defisit penyediaan dana 

(penerimaan kurang). Kondisi yang demikian diproyeksikan akan ditutup dari pos 

pembiayaan netto yakni sebesar  Rp. 36.399.641.650,-. 

Mengingat terbatasnya anggaran, maka diperlukan skala prioritas 

pembangunan daerah Kabupaten Bangka tahun 2018 yang diproyeksikan 

membutuhkan dana belanja langsung sebesar Rp. 633.362.162.700,- dan untuk 

membiayai belanja tidak langsung sebesar Rp. 625.548.864.050,-. 

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 

Kebijakan umum pembiayaan daerah Kabupaten Bangka pada tahun 2018 

diarahkan pada :   

1. Meningkatkan akses pembiayaan permodalan kepada usaha pertanian kecil dan 

menengah serta UMKM. Penyertaan modal ke Jaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) 

sebagai upaya pemerintah daerah untuk menggerakan perekonomian daerah 

melalui pengembangan usaha sektor unggulan seperti Kebun Kelapa Sawit Rakyat 

(KKSR), Kebun Singkong Rakyat (KSR), Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE), 

pemberian subsidi pupuk bagi petani, asuransi nelayan dan pemberian subsidi 

Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan.  



Pemerintah Kabupaten Bangka 

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018                                           III - 42  

2. Penyertaan modal kepada PD Agro Lestari Mandiri dan PD Bangka Bahari Mandiri 

sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka meningkatkan 

pendapatan asli daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

3. Upaya untuk menutup difisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber 

penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di 

masa mendatang, misalnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Sebelumnya; 

4. Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan menjadi piutang daerah dan 

sedapat mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang 

bersumber dari pinjaman daerah; 

5. Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan 

untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda 

pengeluarannya. 

Selengkapnya pagu dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Bangka tahun 

2015 – 2019 tersaji pada tabel berikut. 

Tabel 3.11. 

Pagu dan Proyeksi Pembiayaah Daerah Kabupaten Bangka 

Tahun 2015 s/d 2019 

 

PEMBIAYAAN 
REALISASI PROYEKSI 

2015 2016 2017 2018 2019 

Penerimaan 
Pembiayaan 

116.243.434.937 138.485.513.014 62.607.496.225 37.749.641.650 66.261.648.450 

SILPA TA. Tahun 

Sebelumnya 
116.237.634.937 138.219.817.464 62.607.496.225 37.749.641.650 63.761.648.450 

Pencairan Dana 

Cadangan 
- - - - - 

Hasil Penjualan 

Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan 

- - - - - 

Penerimaan Piutang 

Daerah 
- - - - - 

Penerimaan Kembali 

Pemberian Daerah 
5.800.000 265.695.550 - - 2.500.000.000 

Penerimaan Piutang 
Daerah 

- - - - - 

Pengeluaran 

Pembiayaan 
4.571.250.000 8.761.264.130 - 1.350.000.000 - 

Pembentukan Dana 

Cadangan 
- - - - - 

Penyertaan 

Modal/Investasi 
Pemerintah Daerah 

- 5.171.951.630 - - - 

Pembayaran Pokok 

Utang 
- - - - - 

Pembentukan Dana 

Bergulir 
- - - - - 

Pemberian Pinjaman 

Daerah 
4.571.250.000 5.171.951.630 

 
1.350.000.000 - 

Pembiayaan Netto 111.672.184.937 129.724.248.884 62.607.496.225 36.399.641.650 66.261.648.450 

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, diolah, 2017 
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Dari tabel diatas, dari sisi penerimaan pembiayaan, untuk tahun anggaran 

2018, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) diproyeksikan 

sebesar Rp. 37.749.641.650,- mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya yang justru mencapai Rp. 62.607.496.225,-. Sedangkan dari sisi 

pengeluaran pembiayaan, pada tahun 2018, direncanakan untuk melakukan pemberian 

pinjaman daerah sebesar Rp. 1.350.000.000,-.  


